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INTISARI

Perubahan penggunaan tanah dari waktu ke waktu cenderung
meningkat. Hal tersebut disebabkan meningkatnya pembangunan yang
mengakibatkan terjadinya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Alih
fungsi tanah dalam arti perubahan peruntukkan penggunaan tanah, sulit
dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahul besarnya luas perubahan penggunaan tanah
pertanian ke non pertanian dalam kurun waktu antara tahun 1995 sampai
tahun 1999, dan mengetahui hal-hal yang menyebabkan perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif, lokasi
penelitian dilaksanakan di Wiiayah Kecamatan Sukarame Kota Bandar
Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah luasan tanah-tanah pertanian
yang mengalami perubahan penggunaan menjadi tanah non pertanian pada
kelurahan-kelurahan di Wiiayah Kecamatan Sukarame. Sampelnya adalah
keseluruhan populasi yang mengalami perubahan penggunaan tanah pertanian
ke non pertanian pada masing-masing kelurahan di Wiiayah Kecamatan
Sukarame. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara,
dan studi perpustakaan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah
super impose dan tabulasi silang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (a). Perubahan penggunaan
tanah pertanian ke non pertanian dalam kurun waktu Tahun 1995-1999 seiuas
104,20 Ha atau meningkat 5,79 % dari seluruh luas tanah pertanian pada
Tahun 1995. Jenis penggunaan tanah yang mengalami perubahan penggunaan
tanah pertanian ke non pertanian terbesar adalah jenis penggunaan tanah
untuk perumahan yaitu 101,03 Ha atau 96,96 % dari seluruh luas perubahan
penggunaan tanah. (b). Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah pertumbuhan penduduk,
meningkatnya kebutuhan tanah untuk perumahan, meningkatnya kebutuhan
tanah untuk jasa dan Kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang menetapkan
Kecamatan Sukarame sebagai Pusat Kawasan Wiiayah Pengembangan VI.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Beiakang

Pembangunan dan tanah mempunyai kaitan yang erat. Pembangunan

di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Penggunaan tanah bertujuan agar tanah digunakan sebesar-besar

bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penggunaan tanah dan program

pembangunan harus seiring, sejalan dan berencana.

Perubahan penggunaan tanah dari waktu ke waktu cenderung

meningkat. Hal tersebut disebabkan meningkatnya pembangunan yang

mengakibatkan terjadinya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Alih

fungsi tanah dalam arti perubahan peruntukkan penggunaan tanah, sulit

dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Intensitas pembangunan dan kebutuhan terhadap tanah semakin

meningkat, sedangkan tanah yang tersedia pada dasarnya tetap. Hal

tersebut menyebabkan adanya kecenderungan meningkatnya pemanfaatan

tanah dan kecepatan perubahan penggunaan tanah.

Hampir semua kegiatan pembangunan memerlukan tanah, walaupun

hanya sebagai tempat (ruang) kegiatan itu berlangsung. Keberhasilan

,♦ H»An«iii<-an nioh katprsediaan tanah. Pelaksanaan



pembangunan sering terhambat karena ketidaktersedianya tanah, baik dari

segi fisik maupun hukum.

Demikian besar dan kompleks peranannya dalam kehidupan manusia

mengakibatkan tanah menjadi masalah lintas sektoral. Oleh karena itu

dalam penanganannya diperlukan koordinasi dengan instansi yang terkait.

Tanah bersifat muiti aspek, yang menyangkut aspek ekonami, sosial,

budaya, politik, dan pertahanan keamanan.

Dalam menghadapi dinamika penggunaan tanah dan

permasalahannya yang semakin kompleks, maka perencanaan

pengembangan setiap pembangunan perlu diarahkan. Hal tersebut
dimaksudkan agar tidak menimbuikan penyimpangan ataupun

ketidaksesuaian yang mengarah kepada semakin berkurangnya areal

pertanian. Wiiayah yang ternyata mengalami perubahan fungsi dapat
dilakukan upaya-upaya penyesuaian tanah, baik penyesuaian peruntukan

maupun penggunaan. Persyaratan yang berkartan dengan peruntukan
penggunaan tanah dapat ditempuh melalui izin lokasi atau izin perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Fungsi pengendalian yang
melekat pada mekanisme perizinan perlu dioptimalkan agar arahan

pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wiiayah.
Wiiayah Kecamatan Sukarame merupakan bagian dari wiiayah Kota

Bandar Lampung dengan intensitas pembangunan yang cukup meningkat.
i„m«ah n^nduduk serta pembangunan kota yang dinamis



berdampak pada tingginya kebutuhan terhadap tanah dan mungkin pada

akhirnya bermuara pada timbulnya konflik di bidang pertanahan.

Pesatnya kemajuan pembangunan perumahan , industri dan jasa

praktis membutuhkan ketersediaan tanah yang tidak sedikit bahkan

mempersempit luas area! tanah pertanian rakyat. Hal tersebut

mengakibatkan naiknya intens'rtas perpencaran tanah, menjadi bagian yang

kecil-kecil dan tidak teratur ukurannya.

Dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan Wiiayah Kecamatan

Sukarame perlu diamati adanya kecenderungan terjadinya perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Untuk itu dalam usaha

mencapai pemanfaatan tanah optimal, efektif, efisien terhadap kebutuhan

pembangunan di wiiayah Kecamatan Sukarame perlu suatu rencana kota

yang relevan terhadap dinamika pembangunan serta tetap berkiblat pada

suasana Aman , Tertib, Lancar dan Sehat (ATLAS).

Di samping itu untuk mengantisipasi terjadinya perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian maka pengendalian tersebut

dapat dilaksanakan melalui pemberian ijin perubahan penggunaan tanah

atau Izin Lokasi. Pemberian izin tersebut harus berdasarkan pertimbangan

Aspek Tata Guna Tanah yang merupakan pertimbangan teknis yang sangat

menentukan dalam pemberian izin tersebut. Aspek ini dimaksudkan agar

setiap perubahan penggunaan tanah yang hendak dilakukan sesuai dengan

kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Tata



Dengan adanya beberapa kebijaksanaan pemerintah diharapkan

perubahan penggunaan tanah tetap terkendali secara terencana sesuai

dengan ketentuan sehlngga bila terjadi perubahan penggunaan tanah ke non

pertanian, maka diharapkan perubahan tersebut diarahkan pada tanah-

tanah yang kurang subur.

Atas dasar uraian di atas maka penulis tertarik mengadakan

penelitian ini dengan judul "STUDI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH KECAMATAN

SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG".



B. Permasalahan

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan yang dalam satu

ketentuannya memuat pencegahan dan larangan penggunaan tanah

pertanian subur untuk penggunaan non pertanian. Namun demikian dalam

prakteknya masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran.

Dari uraian di atas jelas bahwa jika perubahan penggunan tanah

pertanian menjadi non pertanian tidak dikendalikan maka luas tanah

pertanian akan terus berkurang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar luas tanah pertanian yang berubah penggunaannya

menjadi non pertanian dalam kurun waktu antara tahun 1995 sampai

tahun 1999 ?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian ? ,

C. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan salah tafsir, maka penulis membatasi

permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Ruang lingkup waktu perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian dibatasi dalam kurun waktu lima tahun yaitu mulai tahun 1995

sampai tahun 1999.

2. Tanah pertanian dibatasi khusus untuk tanah sawah dan KTL (kebun



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui besarnya luas perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian dalam kurun waktu antara tahun 1995

sampai tahun 1999.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

2. Kegunaan

a. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh seiama

pendidikan, dan menambah pengetahuan serta membiasakan diri untuk

dapat menyusun suatu karya ilmiah secara sistematis.

b. Sebagai bahan pertimbangan evaluasi perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian di wiiayah Kecamatan Sukarame.

c. Sebagai bahan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam

menentukan kebijaksanaan khususnya di bidang pertanahan.



BAB VI

KESflWPULAK DAM SARAH

A. Keslmputan

1. Perubahan penggunaan lenah pertanian ke non pertanian dari tahun
1995 sampai tahun 1999 di Wteyah Kecamatan Sukarame seluas
104,20 Ha atau meningkat 5,79 %dart seluruh luas tanah pertanian
pada tahun 1995. Kelurahan yang mengalami perubahan penggunaan
tanah pertanian ke non pertanian terbesar adalah Kelurahan Sukarame I
yaitu seluas 50,4 Ha atau 48,37 %dari seluruh tuas perubahan
penggunaan tanah. Jems penggunaan tanah yang mengalami
perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian terbesar
adalah Jenis penggunaan tanah untuk perumahan yaitu 101.03 Ha atau
96,96 %dari eeturuh luas perubahan penggunaan tanah.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan
,8nB„ pertanian ke non pertanian dl WBayah Kecamatan Sukarame

adalah:

a. Pertumbunan penduduk di WBayah Kecamatan Sukarame yang

mencapai 47.416 jiwa daiam kurun waktu Tahun 1995 sampai Tahun

1999.

.... ._*_... ._w.rf.**« tonah .mink nerumahan seluas 101,03 Ha.
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d. Kebijakan Pemerintah Daerah Kola Bandar Lampung yang

menetapkan Wiiayah Kecamatan Sukarame sebagai Kawasan

Wiiayah Pengembangan VI sehingga daerah tersebut diarahkan

untuk kegiatan perumahan skala besar.

B. Saran

i.Agar tercapai tertib penggunaan tanah maka perubahan penggunaan

tanah pertanian ke non pertanian hendaknya dapat diprioritaskan pada

tanah-tanah yang kurang subur.

2. Dalam rangka pengembangan wiiayah, perlu adanya revisi Rencana

Tata Ruang Wiiayah yang dinamis agar dapat mengikuti arah

pembangunan yang dinamis pula, sehinga optlmalisasi pemanfaatan

tanah dapat terwujud.
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